BAB V1
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.
Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan
dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan
laporan keuangan entitas lain. kualitas laporan keuangan dikatakan
akuntabilitas jika dapat memenuhi empat karakteristik laporan keuangan
yaitu dapat dipahami (understandability), relevan (relevance), andal
(reliability), dan dapat dibandingkan (comparability).
Aksesibilitas adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh
informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas dalam laporan
keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi
laporan keuangan. Pemerintah daerah harus membuka akses kepada
stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya
dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar,
internet, atau cara lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat

disimpulkan pengertian aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan
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dalam mengakses dan memperoleh informasi laporan keuangan yang dibuat
oleh unit pemerintah.

. akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. akuntabilitas
dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-
jawaban atau untuk menjawab, menerangkan Kkinerja, dan tindakan
seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.

. Berdasarkan uji t menunjukan bahwa variabel kualitas laporan keuangan
daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah (), karena variabel kualitas laporan keuangan daerah
nilai tingkat signifikan (0,01 < 0,05) dan thiwng (8,876) > tiaber (1,98).
Sedangkan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah nilai tingkat
signifikan (0,04 < 0,05) dan thitung (2,926) > tranel (1,98).

. Berdasarkan uji F menunjukan bahwa variabel independen (kualitas laporan
keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) )
secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah (Y), karena nilai sig. (0,001) < a (0,05) dan

Fhitung (74,367) > Ftabel (1,98)-
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6. Berdasarkan pada output model summary diatas, nilai koefisien determinasi
(R2) adalah sebesar 0,639 atau 63,9% yang berarti akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah (Y) dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan
daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) sebesar 63,9%.
Sedangkan sisanya (100% - 63,9% = 36,1%) didukung oleh faktor-faktor
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang
dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang, berkaitan dengan kualitas laporan keuangan
daerah memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah maka disarankan agar dalam mengerjakan program-
program yang telah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada agar
tercapai tujuannya dan kemudian dapat diungkapkan informasi
keuangannya sesuai dengan realita yang ada dengan didukung oleh bukti-
bukti yang memadai.

2. Bagi Pemerintah Kota Kupang, berkaitan dengan aksesibilitas laporan
keuangan daerah memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah maka disarankan Pemerintah Kota Kupang
dapat mempertegas kembali aturan mengenai pengelolaan keuangan
sehingga dapat meminimalisir terjadinya peraktek KKN yang sangat

berpengaruh besar terhadap pengungkapan informasi keuangan.
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3. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya peneliti menambahkan atau
mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain, karena dalam
penelitian ini hanya mengambil variabel kualitas laporan keuangan daerah
dan aksesibilitas keuangan daerah sebagai variabel independen. Diduga
terdapat variabel-variabel lain yang dapat dihipotesiskan sebagai variabel
independen maupun ditambah variabel moderisasi yang dapat mempegaruhi

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
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